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23. Kode Akun Pajak 411619 untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya -

KODE —i_ oflp=, ATVITT A e P i
~JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
. SETORAN :
900 Pemungut Pajak Tidak untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya

Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
non-Bendaharawan
910 | Pemungut Pajak Tidak
lLangsung Lainnya
Bendaharawan APBN
Pemungut Pajak Tidak
Langsung Lainnya

| Bendaharawan APBD |

930 | Pemungut Pajak Tidak | untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya

Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa
Bendaharawan Dana Desa |

| untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainriya
yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN

| untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya
yang dipungut cleh Pemungut Bendaharawan APBD

T 520

PLT. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
KEN DWIJUGIASTEADI

(BN}

INFORMASI PASAR KERJA LUAR NEGERI (JOBSINFO)

(Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan
Tenaga Kerja R.I Nomor 20 Tahun 2015, tanggal 5 November 2015}

lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia No-

DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

mor 4445);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Informasi

Menirnbang : dan Transaksi Elektronik {Lembaran Negara Re-
a.” bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pen- publik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tamba-
empatan kepada pencari kerja/Calon TKI yang han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan bakat, 4843);
minat, dan kemampuannya serta untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
kebutuhan pengguna sesuai kualifikasi yang dibu- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
tuhkan, perlu fasilitas pelayanan penempatan me- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tam-
lalui media online; : bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
b. bahwa untuk itu diperiukan suatu ketentuan mor 4846); g
yang mengatur mengenai informasi pasar kerja Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
luar negeri {jobsinfa) yang ditetapkan denga Per- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
aturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan "Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038});
Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 ten-

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ten:
tang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja di Luar Negeri {(Lembaran Negara Repub-

tang Badan Nasional dan Penempatan dan Per-
lindungan Tenaga Kerja Indonesia;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan




— ____ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH i)

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor
PER-01/KA/1/2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindun-
gan Tenaga Kerja Indonesia;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor
PER.C3/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Pen-
empatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indone-
sia;

e

Pasal 2

Pelaksanaan pelayanan Jobsinfo diatur
sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keuja Indo-
nesia (BNP2TKI) yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala
BNP2TKI ini. :

: Pasal 3
§ Dengan berlakunya Peraturan Kepala BNP2TK[
ml, malka Peraturan Kepala Badan Nasional Penempa-
tan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor
' PER. 17/KA/VII/2014 tentang Informasi Pasar Kerja
Luar Negeri (Jobsinfo) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini |
dengan penemipatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkah di Jakarta
pada tanggal 5 November 20156
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
ttd.
NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20' November 2015
DIREKTUR JRNDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI"MANUSIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1742
Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN }

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 54/M-IND/PER/6/2015 TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 83/M-IND/PER/9/2015,
tanggal 29 September 2015}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pemberlakuan SNI secara Wajib Kaca Untuk Ban-
gunan - Blok Kaca, memberikan kepastian hukum
bagi iklim investasi, dan meningkatkan daya saing

industri Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca, perlu
mengubah ketentuan mengenai pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI} Kaca Untuk
Bangunan - Blok Kaca secara Wajib sebagaimara
diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No-
moaor 54/M-IND/PER/6/2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-




